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dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga keija atau secara
langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disebut IPK adalah keterangan

mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.

B. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Daerah

Adapun dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah di Indonesia diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme,

kewenangan, dan prosedur pembentukannya adalah :
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah serta

tugas pembantuan.

b)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Undang-undang ini menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan
dan mekanisme pembentukan Perda, termasuk tahap perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
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¢). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(beserta perubahannya).

Undang-undang ini mengatur kewenangan dacrah dalam membuat Perda,
termasuk koordinasi antara kepala daerah dan DPRD, dimana dalam Pasal
236 menegaskan bahwa Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah

mendapat persetujuan DPRD.

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diganti dengan
Permendagri No.120 Tahun 2018. Permendagri mengatur secara rinci teknik
penyusunan, bentuk, dan prosedur pengundangan Perda di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota.

e). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU 12 Tahun 2011.

C. Jenis-jenis Peraturan Daerah

Jenis-jenis Peraturan Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) serta Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan
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tersebut, Perda dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu berdasarkan tingkat

pemerintahan dan fungsi pengaturannya serta asalnya dari mana."?

a) Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

a.

hal.120

Peraturan Daerah Provinsi

Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
bersama Gubernur. Mengatur urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Contoh :

1) Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang
Pendirian PT Jamkrida Sumut (Perseroda) untuk penjaminan kredit

bagi UMKM.

3) Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

4) Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Penegakan protokol kesehatan COVID-19.

Fakhry Amin dkk, /lmu Perundang-undangan, Sada Kumia Pustaka, Banten, 2023,
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b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota, yang

isinya Mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota. Contoh : Perda Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Batubara
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan

lain-lain.
b) Berdasarkan Fungsi Pengaturannya
a. Perda yang Bersifat Umum (Regulatif)

Perda ini mengatur hal-hal yang berlaku umum di daerah, seperti ketertiban,
kesehatan, lingkungan hidup, dan tata ruang. Berfungsi untuk menciptakan
ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat daerah. Contoh: Perda

tentang pengelolaan sampah, Perda tentang retribusi daerah.

b. Perda yang bersifat khusus

Perda ini berfungsi menetapkan hal-hal yang bersifat individual atau
konkret, misalnya pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD),

penctapan APBD, atau perubahan batas wilayah.

c. Perda Khusus (khusus untuk Daerah Otonomi khusus)
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Istilah Qanun, Perdasus, dan Perdasi (peraturan dacrah propinsi) ini sebagai
nama lain dari Peraturan Daerah sesuai dengan hal-hal khusus yang
berkaitan dengan kondisi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Hal-
hal khusds y-;ng membedakan Qanun, Perdasus, dan Perdasi dengan
Peraturan Daerah pada umumnya antara lain lembaga yang membentuk dan
materi muatannya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Peraturan Daerah
ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Berbeda dengan Peraturan Daerah pada
umumnya, Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat
persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh,
sedangkan Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh bupati/walikota setelah
mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota. Demikian juga halnya dengan Propinsi Papua sebagai

daerah otonomi khusus (Otsus)."*

c) Perda berdasarkan asalnya

Raperda dapat berasal dari kepala daerah atau inisiatif DPRD. Bila berasal dari
kepala dacrah, penyusunan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

materi peraturan, bersama Bagian Hukum untuk harmonisasi. Bila berasal dari

. 1-yang-bersifat-khusus-
qanun-perdasi-perdasus/, diunduh terakhir tanggal 12 Desember 2025.
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DPRD, penyusunan dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang mengajukan
prakarsa. Pada tahap ini juga disusun Naskah Akademik, yang berisi kajian

akademik, filosofis, dan yuridis sebagai dasar ilmiah penyusunan Raperda.

D. Fungsi Penyusunan Peraturan Daerah

Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah. Peraturan Daerah (Perda)
adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun
Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan
penyelenggaraan otonomi dacrah yang menjadi legalitas perjalanan cksekusi

pemerintah daerah.'*

Dalam UUD 1945, diterangkan bahwa penetapan Peraturan Daerah adalah
hak pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Perda tentu saja tidak dapat dilepaskan dari hierarki peraturan perundang-
undangan. Adapun dalam hierarki tersebut dikenal dengan adanya tujuh tingkatan,

yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

' Maria Farida Indrati, lmu Perundang-undangan 1 : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
Ed. Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hal. 202.
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5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda ini meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Adapun yang
dimaksud dengan Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian,
yang dimaksud dengan Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan

bersama Bupati/Wali kota.

Adapun fungsi Perda adalah sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan
tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

2. Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Terkait fungsi ini, Perda tunduk pada ketentuan hierarki
perundang-undangan atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi.

3. Penampung kekhususan dan keragaman dacrah serta penyalur aspirasi
masyarakat daerah dengan tetap berada dalam koridor NKRI yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945."

I Gde Pantja Astawa, Peraturan Daerah Temang Rencana Tata Raung Wilayah
(RTRW), makalah disajikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema “Hukum Tata Ruang & Otonomi
Daerah” yang disclanggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Kampus Fakultas
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4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa schingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan
pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang
kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan
kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga
keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk
itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain
mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan
daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial . Dari penjelasan
umum terkait pertimbangan pengundangan Undang-undang Ketenagakerjaan,
dipahami bahwa untuk dapat melaksanakan mandat untuk memenuhi hak-hak dan
perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pengemban dunia usaha yang
merupakan mandat dari Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut, dibutuhkan
adanya pembinaan hubungan industrial yang kuat sebagaimana diatur berdasarkan
suatu pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif yang awal mulanya

diharapkan dapat dipenuhi oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.

Hukum Unpad Jalan Dipati Ukur Pada Tanggal 11 Januari 2006 dalam Jumadi, Kedudukan dan
fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam
Sistem Perundang-undangan di Indonesia, http://ois.sulbar.acid. Diunduh terakhir tanggal 16
Januari 2025.
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Lahirnya Perda No 5 Tahun 2017 tentang Penempatan Kerja Lokal ini

bertujuan '*:

a. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja daerah untuk
‘memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, minat
dan bakat yang dimilikinya;

b. menciptakan iklim berusaha yang kondusif melalui harmonisasi
hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar;

c. membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan rekrutmen tenaga
kerja;

d. meningkatkan kemampuan keterampilan dan kompetensi tenaga keija
dalam rangka meningkatkan produktifitas;

e. melaksanakan ~pembinaan dan pengawasan secara terpadu
berkesinambungan untuk menjamin penegakkan hukum
ketenagakerjaan guna mendorong terciptanya iklim investasi yang

kondusif.

E. Fungsi dan Tugas DPRD

Fungsi juga merupakan bagian dari program yang digunakan untuk
melakukan tugas menghasilkan nilai yang akan dikembalikan ke program
penerima yang terpisah dari program pengguna.” Arti kata fungsi adalah

kedudukan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Selain itu, mencerminkan

1 Pasal 3 Perda No.5 Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga kerja Lokal.
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perannya sebagai referensi dalam pelaksanaan pekerjaan tertentu. Fungsionalitas
itu sendiri adalah kegunaan sesuatu. Pengalaman pengguna dan aktivitas yang
dilakukan.

Definisi fuﬁgsi(;nal mengacu pada spesifikasi tugas yang serupa atau sangat
terkait yang, berdasarkan sifat atau implementasinya, dapat dilakukan secara
independen oleh satu orang melalui serangkaian kegiatan yang sama. Jabatan
adalah suatu posisi, tingkat, derajat, atau gelar.'” Dengan fungsinya yang strategis
anggota DPRD harus senantiasa meningkat kinerja yang harus lebih baik dari
waktu ke waktu.'®

DPRD Kabupaten memiliki beberapa fungsi utama dalam pengawasan
Perda, yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan. Dalam konteks ketenagakerjaan, DPRD berperan dalam
memastikan bahwa Perda yang mengatur hubungan kerja, perlindungan tenaga
kerja, dan penciptaan lapangan kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan
sesuai dengan aturan yang berlaku

a) Legislasi

""Nina Amelia Simangunsong dan Mawaddah Itham, Analisis Fungsi dan Peran DPRD
dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan, Jurnal
Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, hal. 5-6, Volume 7. No. 4, 2022
(1269-1284). DOL: http://dx.doi.org/10.30651 jms.7i4.13807.

“Indah Widiastuti dkk. Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Periode
2014-2019 , Perspektif, 11 (2) (2022) : 643-654, DOI 10.31289/Perspektif.v11i2.6070
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Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu
kewenangan atribusi'® yang melekat pada DPRD dalam pembentukan peraturan
daerah yang di mulai pada tahap perencanaan, penyusunan,pembahasan dan
Pengundangan. Dala’m fungsi legislasi, DPRD memiliki kewenangan untuk
merumuskan dan menetapkan Perda, misalnya yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan hak-
hak pekerja, pengaturan upah minimum, dan kebijakan pengembangan
kompetensi tenaga kerja. DPRD harus melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk serikat peckerja, pengusaha, dan komunitas, untuk
menghasilkan Perda yang komprehensif dan dapat diterima oleh semua
pihak.”®
b).Pengawasan

Setelah Perda ditetapkan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut. Pengawasan ini

dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja, inspeksi lapangan,

“Kewenangan Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh Undang-undang (grondwer)
atau Undang-undang (Wer) kepada lembaga pemerintahan untuk membentuk peraturan perundang-
undangan. Atribusi tersebut terus menerus dan dilaksanakan kapan saja saat diperlukan. Atribusi
kewenangan pembentukan perda dapat dilihat dari pasal 236 Undang-undang No.23 Tahun 2014,

*Agusmidah dkk. Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia Fd.1. -Bekerjasama
dengan Universitas Indonesia; Universitas Leiden, Universitas Groningen, Pustaka Larasan:
Denpasar 2012, hal.137.
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dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.”’ DPRD harus memastikan bahwa
pemerintah daerah melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif dapat membantu
mencegah lerja‘din);a penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan

Perda.
c). Anggaran

DPRD juga berperan dalam penganggaran (budgeting) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberbagai sektor, termasuk
didalamnya program-program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dalam
hal ini, DPRD harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program-
program yang telah ditetapkan, khususnya bidang ketenagakerjaan cukup dan

tepat sasaran.

Anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung
pelaksanaan program pelatihan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan
penyediaan fasilitas kerja yang layak. DPRD dapat melakukan evaluasi
terhadap penggunaan anggaran dan meminta pertanggungjawaban dari
pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja yang menjadi sektor

terdepan (leading Sector) dalam bidang ketenagakerjaan.

*'Halawa, Y. & dkk. 2022, Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Nommensem Journal of Constitutional and Administratif
Law, /(1), 2022), 35-44
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d) Sistem Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan™ dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Sistem pengawasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah melibatkan pengawasan preventif dan teknis yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, serta pengawasan kebijakan oleh DPRD. Pemerintah pusat
melakukan pengawasan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap urusan
pemerintahan konkuren, sedangkan DPRD mengawasi pelaksanaan Perda dan
peraturan  kepala daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin

penyelenggaraan pemerintahan berjalan efisien dan sesuai ketentuan

“Berliansyah Putra, D., Wahyuhening Fibriany, F. & Aryadi, H, Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Jurnal
Indonesia Sosial Sains, 3(01), 108119, 2022, https://doi.org/10.59141/jiss.v3i01.516

“Wijayanti, S. N, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jumal Media Hukum,
23(2), 2016, 186-199. https://doi.org/10.18196/imh.2016.0079.186-199
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Beberapa Peristilahan

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap arti dan beberapa
peristiathan dalam penelitian ini perlu diuraikan beberapa pengertian dan
peristilahan, yakni :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat dacrah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7

Bupati adalah Bupati Batu Bara.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Batu Bara.

"Pasal 18 ayat (2) UUD 1945
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RPIMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Batu Bara.

Perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseoranpan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik Negara yang mempekeijakan pekeija / buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-
usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

Pengusaha adalah a. orang perseorangan , persekutuan, atau badan hukum
yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan,
persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan. atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Perusahaan besar dan menengah adalah perusahaan Badan Usaha Milik
Negara’, Badan Usaha Milik Daerah'’, perusahaan yang didirikan dalam rangka

Penanaman Modal Asing atau Modal Dalam Negeri.

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 6.

*Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang
‘memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b, terdapat hak istimewa yang
dimiliki Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 16 Tahun 2025
‘Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara Pasal 1 angka 1.

©Badan Usaha Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dacrah. diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Dacrah pasal 1 angka 1.
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Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain; Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan
kerja, untuk menghas‘ilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun masyarakat.

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari keija
untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan keija
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang bertempat tinggal di daerah
yang dibuktikan dengan akta kependudukan.

Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja /
buruh atas pekerjaan / jasa yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dalam
bentuk uang yang ditetapkan perundangan / perjanjian keija termasuk tunjangan
baik untuk pekerja / buruh maupun keluarganya.

Peraturan Perusahaan yang sclanjutnya disebut sebagai PP adalah suatu
peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang
syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,
dan untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna
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memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh. !

Apindo adalah organisasi pengusaha yang berwenang dalam penanganan
masalah ketenagakeij‘aan yang berkedudukan di Kabupaten Batu Bara.

Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut BLK adalah unit pelaksana teknis
yang dikelola oleh Dinas berupa sarana dan perundangan menurut peraturan
prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan / atau
mendalami keahlian bagi tenaga kerja.

PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus
di bidang ketenagakerjaan dalam jajaran Dinas.

Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya
manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan keija
dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap keija untuk jabatan
tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat
dalam satu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin
penempatannya.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau
badan-badan lainnya yang mempekeijakan tenaga kerja dengan membayar upah,

Pencari kerja adalah angkatan keija yang sedang menganggur dan mencari

pekeijaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan
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